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URAIA
o PEL?:\TUGAS POKOK paAN FUNGS
’ YANAN PERIZINAN DAN INV!|E
ABUPATEN BANYUMAS e

BUPATI BANYUMAS

bahwa dal
. am rangka mewujudkan pelayan
di Kabupaten Banyumas. mak . yanan one stop service (OSS)
) a .
14 Tahun 2004 tenta eraturan Bupati Banyumas Nomor
ng Tugas Pokok, Fungsi, Urai
dan Tata Keria Kanfor Pela ; gsi, Uraian Tugas Jabatan
yanan Perizinan dan Inv [
es
Banyumas perlu untuk disempurnakan: s e
bahwa sehub ,
ook P“nga” dengan maksud tersebut di atas perlu
n .
Dokok Z : era.turan Bupati Banyumas tentang Uraian Tugas
an Fungsi pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi
Kabupaten Banyumas.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara

Tanggal 8 Agustus 1950 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

merintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

i Sebagai Daerah Otonom
54, Tambahan Lembaran

Peraturan Pe
h dan Kewenangan Propins
Nomor

Pemerinta
( Lembaran Negara Tahun 2000

Neaara Nomor 3952 ),



4 Peraturan Pemennw
Organisasi Perangy ‘

Ik

Nomor 165 ) |

Nom
or g 1
| Dagmh |Mum 2003 lentang Padoman
Bmbaran Nagara Tahun 2000

5. Keputusan Bergam,

OMtor Pandayg

Menteri Dala
mN
0Qor| Qunaan Aparatur Nagara dan

Nomg
015K
) "/M.W\NM/?OO.’), Notnoe 17

kaar
an p
) Paraturan Permarintah

N -
omor 9 Tahun 2003 tantany

, . Pem
Pegawai Negerj Sipil; mindehan - dan Pemberhertian

Peraturan Daera
h Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tah
ahun 2004

tentang Pembent
ukan
+ Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor

( Lembaran Da
erah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 14

SeriD).
MEMUTUSKAN :
PERATU
ok n . RKAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN
ANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN BANYUMAS.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

n Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

serah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas,

upati adalah Bupati Banyumas,
sntor adalah Kantor Pelayanan Perizinan da

nvestasi yang S
Perizinan dan Investasi Kabupaten

n Investasi Kabupaten Banyumas,
epala Kantor Pelayanan Perizinan dan | elanjutnya disebut dengan

epala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan

nyumas;
ang memiliki wilayah

(ecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten Banyumas Y

¢fa tertentu dan dipimpin oleh Camat.
Wit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian gas
i lebih

Kantor Pelayanan Perizinan dan [nvestasi yand wilayah kerjanya dapat meliput

dal'i Qb kararmAatan
2



gional adalah
o ungn hak seoran kedudukan va
l"‘ﬂgn * snya d'dg "ogawe Nege " Menun
tugasnya cicasark i an |
stamandlrl a keah”an uan i nggu"g iawab
o ke an ter
¢ i am meny
;asf‘ya gidasarkan Pada keahliap, d s Njukkan tugas
a ]

o lasan
padaa petunjuk dan b
ertanggungjawab

n .
n tugasnya Nlat Organigag; yang g tanggung
ﬂaka mendasarkan ; au etramp"an t alam pelaksanaan
€rintahy ertenty g
erta dalam

)
H

Sus .
UNAN ORGANISAS

Pasal 2

an organisasi Kantor terdiri dari -

ala Kantor;
oub gagian Tata Usaha;

layanan I

s

geksi Pe
geksi pelayanan Il;

geksi Investas;
UPT.

~ Kelom
susunan organisasi :

3agan 9 Kantor sebagaimana tercantum dalam L
ampiran | yang

pakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini

pok Jabatan Fungsional.

neru

Pasal 3
 Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepal
| . epala

a di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor

5, yand berad
BAB Il
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Kantor

Pasal 4
embantu Bupati
n efisien guna peningkatan pe

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok m dalam penyelenggaraan
nvestasi secara efektif da layanan
i Daerah.

kan oleh Kepa
n tak terpisahkan dari Per

perizinan dan |
Rerizinan dan pengembangan investasi d
lenggara
akan bagia

la Kantor sebagaimana

IN . .
ama jenis perizinan Yyang dise
aturan

f
tantum dalam Lampiran 1 yang merup

in,
3
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,mbin i t | N da

! an UgaS' ugas ain a WL alam |j

,[aksana y ng dlberlkan 0|Eh Bu mQKUp tugasnya.
pati, '

Pasal g

g Kepald Kantor adalen sebagai beiq
ut.

neneta
gdoma” Pe
nenetapkan rencana, program kerja dan jadwal keqi

an tugas; egiatan Kantor sebagai pedoman

gga -
|aksanaan tugas; garaan perizinan dan investasi seb
ebagai

)e|aksana

_parkan dan membagi
nenlabar gi tugas kepada bawahan untuk kelanca
ran pelaksanaan

gas:
nenyelend

pemngkate\n pelayanan;
inasikan pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan pelayanan

arakan pelayanan perizi i
g y perizinan dan investasi secara efekif dan efisien guna

mengkoord
an investasi kepada bawahan guna optimalisasi pelayanan;

perizinan d
langkah-langkah inovasi dalam rangka menumbuhkan iklim usana

mengorganisasikan
usif di bidang investasi

yang kond
inasikan penelitian persyaratan ad

nengkoord ministrasi dan peninjauan lokasi oleh

kelancaran pelaksanaan tugas,
vestasi sesual ketentuan yang berlaku;

Tim guna
si berkas permohonan izin dan in
mendasarkan

mengorek
nolakan izin &
a kebijakan Daerah;
dan investasi sesuai den

tas nama Bupati

nenandatangani surat pemberian/pe

ada pertimbangan teknis dari Tim sert
n

menyelesaikan permasalahan perizina gan bidang tugasnya

yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya@ izin;
pawahan sebagai b
gkatkan €

ahan evaluasi;

{ ; )
Memeriksa hasil pelaksanaan tugas |
fektivitas dan efisienst

awahan gunad menin

 Membimbing dan menilai kinerja b

Plaksanaan tugas;
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o
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¢ alam uniy nan dan investasi
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WIE]

A

" glak .
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bl ; Syar
&nﬂ maupun informal guna tercapainy el
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8 haan u

unit

s kerja, dengan instansi
. kyarakat terkait baik secara
on - aksa

orgamsaSIkan pembinaan MeNnunjang k; .”99” e

. Pember, 9 kinerja Kantor-

onisg

onal kepada UPT danjatay bimbingan 4
ecamatg @ pengawasan teknis

nkan dalam lingkup tuga _ N dalg
a gasnya: M melaksanakan {iigas: yang

terkait sebagal pertanggungjawaban pelaksans
: ) an tugas:

elaksanakan tugas lain yang diberikan . gas;
upati se

 quna ercapainya tujuan organisasi. Sual dengan bidang tugasnya

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7
pBagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan umum, rumah tangga

fengkapa keuangan dan kepegawaian dalam rangka mendukung pelaksanaan t
ugas

jntor.
Pasal 8

gan Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
~ mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
' membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

" melaksanakan koordinas
n informal guna

masyarakat dan/atau masy
memperoleh kesatuan pendapat;
| menyelenggarakan  pelaksanaan

perpustakaan,  keprotokolan, administrasi
nistrasi keuangan dalam

atan, serta pemungutan
anaan tugas,

arakat terkait baik secara formal maupu

surat menyurat, kearsipan,

administrasi
dan

kepegawaian, perlengkapan
i ii. penghasilan
keumahtanggaan Kantor, admi pengurusan gali, penghas

| ' : ik dan retribusi erizinan
lain pegawai, pembiayaan kegt pajak da P

Galam lingkup tugas Kantor guna kelancaran pelaks
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|
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A
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c
anaan kegiatan yang

o g8 dan pelaporan termagy 4
di dalamnya A

porin
pnltor ,
o™ Kantor dan standar indeks biaya: "Octahui kesesuzian dengan

| an monitoring dan evaluas;
o Uasi pelaksanaan

anak

: . r .
gngetahul kesesuaiannya dengan Program k Program kerja satuan organisasi
e

meriksa has|| pelaksanaan tugas bawaha .
N sesuaj dengan peraturan dan prosedur

e
a diperoleh hasi i
beﬁaku agar sil kerja yang b
g benar dan ak
urat;

ean bimbil‘ga“ dan penilaian kinerja bawahan na menin S

i efisiens pelaksanaan tugas;

|aksanaan i :
glaporkan pe kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atas b
an sebagai

eﬁanggungjawaban kegiatan;

1e|aksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tuj
ujuan

rganisast-

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pelayanan |
Pasal 9

ja Seksi Pelayanan | mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan

anan permohonan izin berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan

ianan kepada masyarakat.
Pasal 10

1 Tugas Kepala Seksi Pelayanan | sebagai berikut :

nembuat konsep kebijakan teknis pelayanan perizin

dasan dalam penetapan kebijakan teknis;
gram kerja dan jadwal kegiat

an sebagai bahan pertimbangan

membuat rencana, pro an Seksi Pelayanan | sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

Menjabarkan dan membagi tugas kepada
mohonan izin pada Kantor

"ngarahkan bawahan dalam pelaksanaan pelayanan per
gsung guna kelancaran pelayanan

pawahan untuk kelancaran pelaksanaan

% -
ra langsung maupun tidak lan
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/foﬂ Jongan Persyaratan yano 0N gy
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pﬁﬂzlnan “baqal
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nis
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" da
n n
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3 .
sanaan tugas;

ok |
anakan pembinaan, pemberian by
nelﬁks T saniatau K berian bimbingan gan pe
ecama Ngawa : ,
:ePada_ , tan dalam melaksanak S
jlam jingkup tugasny; an tugas yang dilimpahkan
iatan '
neIaPorkan kegiatan Seksi Pelayanan | sebagai pertangg
i L ungj :
“elaksanaka.n tuga§ lain yang diberikan oleh atasan sesu ) Jawsban kegiatan
una ercapainya tujuan organisasi. al dengan bidang tugasnya

Bagian Keempat
Kepala Seksi Pelayanan Il
Pasal 11

i Pelayanan II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan

ja Seks
hasil pemeriksaan dan pembuatan

lapangan, pembuatan berita acara

njauan
lakan izin sebagai bahan pertimbangan pengambilan

angan surat pemberian/peno

jusan Kepala Kantor.

Pasal 12

ian Tugas Kepala Seksi Pelayanan || sebagai berikut:

membuat konsep kebijakan teknis pelaksanaan peninja
mbuatan rancangan surat pemberian

uan lapangan, penyusunan
/penolakan izin sebagai

hasil pemeriksaan dan pé

asan dalam penetapan k
wal kegiatan Seksi Pela

ebijakan teknis;

bahan pertimbangan at
yanan Il sebagai

membuat rencana, program kerja dan jad

naan

Pedoman pelaksanaan tugas;
tuk kelancaran pelaksa

\ m .
enjabarkan dan membagi tugas

kepada pawahan un



| kan peninjauan |
Melaly

Y"aﬂ gksanaan guna kelancar
K"n |Pe| N serg

‘ Muka
ksaan. ®bage) | " Tim dan parmbuatan

efl h
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ﬂ v ' ' Mauan lapangan sabagai
Pﬂhﬁgﬂksa nasil pelaksanaan tugas bawahap, o
ST se
mern b9 dan menilai kinerja bawahap n ba
am

ok : :
@ enggarakan kegiatan - inventarigag;

e
ﬂeny , lakan izin se : Pendataan gg _
umber,an/peno bagai bahan analisis kebijakan: N pemutakhiran data

peelaksaﬂakan koordinasi: dalam unit kerja, antar ynit o
M rintah |ainnya dan lembaga masyarakat d S BB, o D
e an/atau masyarakat terkait baik secara

e informal i
| maupun informal guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan {
ugas;

forma .
mbinaan, pemberian bimbi
sanakan Pe ’ erian bimbin
|ak gan dan pengawasan teknis fungsional

ned
uPT dan/atau Kecamatan dalam
) 408 . melaksanakan tugas yang dilimpahkan
ylam M9KP tugasty
glaporkan kegiatan Sc.eksn Pelayanan Il sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
gkan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

melaksan
painya tujuan organisasi.

quna terc@

Bagian Kelima
Seksi Investasi

Pasal 13

ksi Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penumbuhan iklim

i Daerah, promosi, pemberian fasilitasi dalam
bahan insentif bagi para pelaku

pala S€
Daerah melalui pendataan potens

estas
erta penyiapan

iznan dan pengendalian investasi s

sha di Kabupaten Banyumas.

pasal 14

asi sebagai berikut :
lolaan invest

kan

' Seksi Invest .
wian Tugas Kepala 4si dalam penetapan kebija

‘membuat konsep kebijakan teknis penge

s, estasi sebagai

) membuat rencana, Progr
pedoman pelaksanaan tugas; da bawahan untuk kelancaran pelaksanaan

 Menjabarkan dan membagi tugas kepa

Tugas;
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uasi;
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memb wahan guna meningkatkan efektivit
ivitas dan efisiensi

sanaan tugas,
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o ) tarisasi, pendataan dan -
han analisis kebijakan; pemutakhiran data investasi

pela
neny®
hagai 02
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pe
bangan dan m
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erikan informasi kebijak
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n instansi

y dapat fasili

lZln P silitas penanaman modal dan/atau insentif Daerah guna
optim
memb

an teknis pelayanan investasi serta kebijakan dan

sj investasi nasional gun
dalam unit kerja, antar unit kerja, denga
kait baik secara

reguia

,melaksanakan koordinasi
a masyarakat dan/atau masyarakat ter

painya sinkronisasi pelaksanaan tugas.

bagai pertanggungjawaban kegiatan;
i dengan bidang tugasnya

ntah lainnya dan lembag

maupun informal guna terca
asi sé
erikan oleh gtasan sesua

pemeri

formal

) melaporkan kegiatan Seksi Invest

 melaksanakan tugas lain yang dib

runit kerja, dengan instansi

kat terkait paik secara

quna tercapainya tujuan organisasi,
m unit kerja, anta

au masyara
asi pelaksanaan tugas;

ungjawaban kegiatan,
ai dengan pidand tugasnya

. melaksanakan koordinasi dala
masyarakat dan/at

pemerintah lainnya dan lembaga

formal maupun informal guna terca
tasi

iperikan oleh at

painya sinkronis
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) .
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. Bagian Ketujuh
m
Pok Jabatan Fungsional
a

Pasal 16

Jabatan Fungsi m m
o o gsional
el empunyai tugas melak
sanakan kegiatan
yang

| d

m
gsarkan ketentuan yang berlaku:

iapatan fungsional di
’ i terh j @l ditentukan berdasarkan sifat,
pinaan erhadap tena _ , jenis dan beb e
erm ga fungsional dilakukan sesuai d e
i dengan ketentuan

n perundang-undangan yang berlak
u.

| peratura
BAB IV
TATAKERJA
Pasal 17
e Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
i pupatl.

Pasal 18

pat dibagi dalam sub-sub kelomp
gkatannya dan ditunjuk

(ompok Jabatan Fungsional da ok yang masing-masing

pin olen seorang tenaga fungsional yang paling senior kepan

om
ih Kepala Kantor.

pasal 19

r, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para

insip koordinasi,
baik dalam

gasnya, Kepala Kanto
pok Jabatan Fungsion
secara
gan unit kerja lai

Mam melaksanakan tu

(epala Seksi dan Kelom
i dan simpliﬂkasi

al wajib menerapkan pr
vertikal dan horisontal,

nnya sesuai dengan tugas

egrasi, sinkronisas
Wungan masing-masing maupun den

Wkoknya.
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Pasal 21

a Seksi, Ke ala U
(@ KtapaI l pk PT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kant
| a
&nYamPankan aporan kepada Kepala Kantor dan berdasarkan laporan ter pb t Kan -
' se
pBagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Kantor e

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum ditetapkan

) Rincian
or berdasarkan formasi jabatan yang

ebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kant
dtetapkan dengan Peraturan Bupati.
) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jab

Peraturan Kepala Kantor perdasarkan jumia

atan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan

h, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

pasal 23
uran Bupati in!

n Peraturan Kepala Kantor.

sepanjang mengenai

' Halhal yang belum diatdr dalam Perat

pelaksanaannya diatur lebin lanjut denga
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| 1!"un,<ant0r Pelayanan Perizinan ggy, mvwralan Tuges Jabatan dan Tats Kerja
as|
p’da ook Kabupatan Banyumas dinyatakan

Pasal 24

g ati ini mulai berlaku pada tangga| diundangkan,
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